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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang telah melakukan

reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang

sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan

berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri No.900/795/B.3/IJ

tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah .

2. Pelaksanaan reviu oleh auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten

Kupang terbukti masih ditemukan masalah seperti tidak tersedianya

data secara lengkap sebagaimana yang dibutuhkan auditor, sering

terjadinya keterlambatan data yang dibutuhkan auditor sehingga

menggangu pelaksanaan reviu oleh auditor Inspektorat Daerah

Kabupaten Kupang. Masih kurangnya tenaga ahli yang memiliki

kriteria keahlian teknis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang

yang memadai untuk melaukan reviu. Hal ini disebabkan karena

semua auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang masih

berstatus sebagai auditor muda dan auditor pertama, bukan sebagai

auditor madya.
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3. Peningkatan keahlian dan keterampilan dalam menjalan tugas sebagai

auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang dilakukan dengan cara

mengikuti pelatihan dan bimbingan khusus oleh BPKP, mengikuti

berbagai pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi auditor sebagai

jabatan fungsional, mengadakan Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS),

dan penggunaan anggaran secara efektif yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebagai dukungan kepada

Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang

telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah  Kabupaten Kupang harus melalukan

pendampingan serta supervisi atas semua organisasi perangkat daerah

secara rutin agar masalah penyediaan data maupun keterlambatan

penyediaan data yang diperlukan selama pelaksanaan reviu tidak terus

terjadi dari tahun ke tahun.

2. Perlu meningkatkan daya dukung  berupa auditor yang memiliki

pengalaman dan kompetensi yang memadai dalam bidang audit dan

reviu laporan keuangan. Hal ini erat kaitannya dengan rekomendasi

maupun saran perbaikan yang dapat diberikan oleh auditor

InspektoratDaerah Kabupaten Kupang yang memenuhi dua kriteria ini

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
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